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ABSTRAK
Dalam kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana kewenangan diskresi kepolisian  bagi pelaku demonstrasi yang anarkis (2) bagaimana tinjuan hukum pidana islam terhadap pelaku demonstrasi anarkis? 
Metode penelitian Adapun Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dan buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam
Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa: Diskresi kepolisian diatur dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP. Apabila unjuk rasa yang berlangsung terjadi anarkis, maka dapat dilakukan tindakan: (1) menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif; (2) menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan; (3) menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi; (4) dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan (5) melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi. Dalam perspektif hukum pidana islam, demonstrasi yang berbuat anarkis masuk ke dalam jarimah ta’zir, pelaku demonstrasi dalam aksinya dikenakan sanksi pidana, karena sudah memenuhi unsur, pertama, rukun syari: adanya Nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Kedua, rukun maddi :adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (jarimah), baik berupa perbuatan nyata( positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Aksi anarkis yang dilakukan demonstran, seperti perusakan terhadap fasilitas umum, hal tersebut termasuk perbuatan buruk dan merugikan orang lain.

Kata Kunci : kewenangan, diskresi, kepolisian dan demonstrasi	







PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi/Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Konsonan
	Huruf
	Nama
	Penulisan

	ا
	Alif
	Tidak dilambangkan

	ب
	Ba
	B

	ت
	Ta
	T

	ث
	Tsa
	S

	ج
	Jim
	J

	ح
	Ha
	H

	خ
	Kha
	Kh

	د
	Dal
	D

	ذ
	Zal
	Z

	ر
	Ra
	R

	ز
	Zai
	Z

	س
	Sin
	S

	ش
	Syin
	Sy

	ص
	Sad
	Sh

	ض
	Dlod
	Dl

	ط
	Tho
	Th

	ظ
	Zho
	Zh

	ع
	‘Ain
	‘

	غ
	Gain
	Gh

	ف
	Fa
	F

	ق
	Qaf
	Q

	ك
	Kaf
	K

	ل
	Lam
	L

	م
	Mim
	M

	ن
	Nun
	N

	و
	Waw
	W

	ه
	Ha
	H

	ء
	Hamzah
	`

	ي
	Ya
	Y

	ة
	Ta (Marbutoh)
	T


B. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal
Vokal tunggal dalam bahasa Arab:
	Tanda
	Nama
	Huruf Latin

	َ---
	Fathah
	A

	ِ---
	Kasrah
	I

	ُ---
	Dammah
	U



Contoh:
مُنِر	: Munira
كتب	: Kataba
ذكر	: Zukira (Pola I) atau Zukira (Pola II) dan seterusnya

D. Vokal Rangkap
Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.
	Tanda/Huruf
	Tanda Baca
	Huruf

	ي
	Fathah dan ya
	Ai
	a dan i

	و
	Fathah dan waw
	Au
	a dan u



Contoh:
كَيْفَ 	: Kaifa
هَوْلَ	: Haula


E. Mad
Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atu huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

	Harakat dan Huruf
	Tanda Baca
	Keterangan

	اي
	Fathah dan alif atau ya
	Ā
	A dan garis panjang di atas

	اي
	Kasroh dan ya
	Ī
	I dan garis di atas

	او
	Dlommah dan waw
	Ū
	U dan garis di atas



Contoh:
قال	: Qāla
رمي                  : Rama
اذ قال يوسف لا بيه  		: Iz Qala Yusufu Liabihi	

F. Ta’Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:
1. Ta’Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta’Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.
Contoh:
	رومضة الاطفال
	Rauḍlatul aṭhfāl

	المدينة المنورة
	al-Madīnah al-Munawwarah


G. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.
Contoh:
	ربنا
	Robbana

	نزل
	Nazzala



H. Kata Sandang
Diikuti oleh Huruf Syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.
Contoh:
	
	Pola Penulisan

	التواب
	Al-tawwabu
	At-tawwabu

	الشمس
	Al-syamsu
	Asy-syamsu



Diikuti huruf Qomariah
Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.
Contoh:
	
	Pola Penulisan

	البديع
	Al-badi’u
	Al-badi’u

	القمر
	Al-qomaru
	Al-qomaru


Catatan :  Baik diikuti huruf syamsiah maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.
Contoh:
	
	Pola Penulisan

	تا خذون
	Ta’khuzuna

	الشهداء
	Asy-syuhada’u

	اومرت
	Umirtu

	فاتي بها
	Fa’tibiha



J. Penulisan Huruf
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

	Contoh
	Pola Penulisan

	وان لها لهو خير الراز قين
	Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin

	فاو فوا الكيل والميزان
	Fa aufu al-kaila wa al-mizani
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